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Strategi dan Metode
Pengelolaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik
oleh PPID dan PPID Pelaksana PT KAI

Pendahuluan

Kebijakan informasi publik memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
transparan, akuntabel, dan partisipatif. Untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif, Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta PPID Pelaksana PT KAl bertanggung jawab atas
pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring pelaksanaannya.

l. Pembinaan

Pembinaan adalah tahap awal dalam pelaksanaan kebijakan informasi publik. PPID bertugas membimbing
unit kerja dalam menyediakan informasi atau data-data perusahaan yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Langkah-langkah pembinaan meliputi:

Sosialisi: PPID memberikan sosialisasi kepada internal pegawai KAI baik Kantor Pusat, Daerah Operasi
(Daop) maupun Divisi Regional (Divre), untuk memahami pentingnya transparansi dan hak publik atas
informasi. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang narasumber dari Komisi Informasi Pusat maupun
daerah.

Bimbingan Teknis: PPID memberikan bimbingan teknis kepada PPID Pelaksana dan unit kerja dalam
menyusun dokumen-dokumen publik dan melaksanakan prinsip-prinsip kebijakan informasi publik. Adapun
PPID Pelaksana memberikan bimbingan teknis kepada unit kerja di daerahnya masing-masing dalam
menyusun informasi dan dokumentasi yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Il. Pengawasan

Pengawasan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan informasi publik dilaksanakan
dengan benar. PPID memiliki peran kritis dalam memastikan bahwa unit kerja menjalankan kewajibannya
secara transparan. Tindakan pengawasan melibatkan:

Pemeriksaan Berkala: PPID melakukan pelaksanaan berkala terhadap dokumen-dokumen publik yang
harus disediakan oleh unit kerja.

Penanganan Pengaduan: PPID juga menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat terkait dengan
akses informasi publik.

lll. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap refleksi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan informasi
publik. PPID dan PPID Pelaksana melakukan evaluasi melalui:

Analisis Kualitas Informasi: Menilai kualitas informasi yang disediakan, termasuk tingkat kelengkapan,
akurasi, dan keterbacaan.
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Survei Kepuasan Masyarakat: Mengumpulkan masukan dari masyarakat untuk menilai sejauh mana
kebijakan informasi publik memenuhi harapan publik.

IV. Monitoring

Monitoring adalah tindakan berkelanjutan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan informasi publik sehari-
hari, mencakup:

Pemantauan Pelaksanaan: Memastikan bahwa PPID Pelaksana dan unit kerja terus mematuhi peraturan
kebijakan informasi publik.

Pembaruan dan Perbaikan: Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi, PPID dapat merekomendasikan
pembaruan dan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan.

Adapun monitoring yang dilakukan oleh PPID Kantor Pusat yaitu menyelenggarakan Workshop SDM PPID
Pelaksana Daerah dan Anak Perusahaan yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Pada 2025,
dilaksanakan monitoring dengan tajuk "Arahan Direksi Jelang Nataru 2025/2026 dan Workshop
Kehumasan KAI Group" yang dilaksanakan pada 1 Desember 2025.

Kesimpulan

Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring adalah elemen kunci dalam pelaksanaan kebijakan
informasi publik oleh PPID dan PPID Pelaksana. Melalui langkah-langkah ini, mereka dapat memastikan
bahwa akses informasi publik terjaga dengan baik, dan masyarakat dapat mengakses informasi yang
diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses demokratis. Dengan kerja keras dan komitmen dalam
melakukan peran mereka, PPID dan PPID Pelaksana menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang transparan dan berdampak.
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